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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun
2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.
Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta
pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat
pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Asahan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan diukur atas dasar
penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan
Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat
terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja
Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan

Clean Government.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat
Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan
peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-



undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten
Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja
tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan
pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Asahan Nomor 6 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mempunyai
tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pokok pembantuan
oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut

Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati
dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan pengawasan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan
audit investigatif;

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan



i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan
diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Inspektur sebagai
pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu I,I11I,IV dan V,
Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan, serta kelompok Jabtan Fungsional.
Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat kabupaten Asahan

Gambar 1.1.
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C.

Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang

pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5
(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten
Asahan periode 2021-2026 sebagai berikut :

. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di

Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh
BPKP. Adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP
maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan
secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun
SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP. Saat ini Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten Asahan masih berada di level 2. Belum memenuhi target

nasional yakni di level 3 untuk Kabupaten/Kota di tahun 2020.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Salah satu indikator keberhasilan tata
kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah
ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun

2020 dan beberapa tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Asahan



mendapatkan opini WTP, maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan
jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kualitas opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lima
tahun kedepan. Oleh karena itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten
Asahan agar peran Inspektorat saat ini dan kedepan dalam reviu laporan
keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini
sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Semakin meningkatnya perhatian dan pengaduan masyarakat terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mulai era
reformasi pada tahun 1998 perhatian dan pengaduan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meningkat tajam.
Bahkan sempat booming dan bersifat eforia. Masyarakat telah menyadari bahwa
pemerintahan adalah milik dan untuk melayani mereka. Apabila ada sedikit saja

yang tidak tepat sudah jadi bahan perhatian.

. Rendahya capaian target MCP dan Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Sampai
dengan saat ini pencapaian target MCP dan Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi

belum sesuai target karena rata-rata berada pada level middle.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah
Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang

ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan efektivitas SPIP pada organisasi perangkat daerah,
dilakukan dengan beberapa kebijakan diantaranya:
a. Peningkatan kuantitas pendampingan dan asistensi dalam penyusunan
register resiko OPD

b. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko



c. Melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP serta monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern OPD

. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan terhadap pengaduan

masyarakat yang memiliki kadar pengawasan, melalui beberapa kebijakan

diantaranya:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap kinerja dan
keuangan OPD termasuk dana desa dan dana BOS

b. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dan kemitraan dengan aparat
penegak hukum (APH).

d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BPK, BPKP dan
Inspektorat Provinsi serta melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut
atas hasil pemeriksaan.

e. Meningkatkan pelayanan konsultasi OPD terhadap urusan pemerintahan
daerah

. Meningkatkan Capaian Indeks Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah, melalui beberapa kebijkan diantaranya:

a. Melaksanakan reviu terhadap laporan kinerja OPD (LKj), laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan melaksanakan
penilaian mandiri sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

b. Melaksanakan asistensi, pendampingan dan evaluasi terhadap penilaian
mandiri reformasi birokrasi.

c. Melakukan monitoring terhadap hasil evaluasi SAKIP dan evaluasi ex ante
terhadap tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi on going
terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah
Kabupaten Asahan.

. Meningkatnya pencapaian penyelesaian area intervensi yang ditetapkan oleh

KPK dalam rangka pemenuhan target MCP, melalui beberapa kebijakan yaitu:

a. Melakukan peringatan dini ke OPD dan ASN



b. Meningkatkan kegiatan Korsupgah bersama KPK dan pihak terkait.

c. Meningkatkan kegiatan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) bersama
pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

d. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah
daerah,dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran,penyerapan
anggaran, rotasi promosi dan mutasi ASN, pengadaan barang jasa,
penentuan standard satuan harga, ASB, dan HSPK, Pengeloaan barang

milik daerah serta Probity Audit.
D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ini disusun
berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP};

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.

E. Sistematika



Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis
yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB llI AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP




BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi
dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan,
dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan. Rencana Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu
dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Asahan Nomor 41 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-
2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah melalui
tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten
Asahan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,
Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan
merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten

Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan
kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam
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Renja Inspektorat Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh Pemerintah Kabupaten Asahan

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah:

Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun

2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan
akuntabel;

Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi
unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian
ekonomi;

Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi
pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;

Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan
APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan
partispasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung
generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;

Mendorong terciptanya keamanan dan Kketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat;

Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi

mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
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10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai
ekonomis;

11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam
segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong
royong;

12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial

kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
mengacu pada Misi ke-1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel,

. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten

Asahan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat

Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
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INDIKAT TARGET KINERJA PADA TAHUN
g TUJUAN OR SASARAN ! ’\}I(EI)II\IKE?QTJC,Z\R
TUJUAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tercapainy 1.Meningka | 1.1 Persentase
a indeks Indeks tkan Level Perangkat
reformasi Penilaian Daerah yang
birokrasi | RE°™M | Mandiri memiliki
1 asi : ; 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dengan Birokras Maturitas | Maturitas SPIP
hasil i SPIP level 3 dengan
penilaian Perangkat penjaminan
“‘BB” Daerah kualitas
1.2.Persentase
pengaduan
masyarakat/AP | 75% | 80% 85% 90% | 95% | 100%
H yang
ditindaklanjuti
2.
Meningkatk 2.1. Persgntase
an Penilaian
. Mandiri
Penilaian Reformasi
Mandiri ; . 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
. Birokrasi
Reformasi
. ; Perangkat
Birokrasi o
Daerah minimal
Perangkat B
Daerah
2.2.
Pencapaian
target
Monitoring, 90% | 90% 93% 95% | 96% | 100%
Centre for
Prevention
(MCP)
3.
. 3.1.
Menmglgatk Meningkatkan
an Kualitas pencapaian
Kugﬁgtas level
Kapabilitas 3 3 3 3 3 3
Pengawasa
APIP
n, Sumber
Inspektorat
Daya,
Kabupaten
Sarana dan
Asahan
Prasarana

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama
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Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten

Asahan adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

Tercapain
ya indeks
reformasi
birokrasi
dengan
hasil
penilaian
“BR”

Indeks
Reform
asi
Birokras

1.Meningkatkan
Level Penilaian
Mandiri
Maturitas SPIP
Perangkat
Daerah

1.1

Persentase

Perangkat Daerah

yang memiliki

Maturitas SPIP

level 3 dengan

penjaminan
kualitas

Perse
n (%)

Sistem
Pengendalian

Intern  menurut
PP Nomor 60
Tahun 2008
tentang SPIP
adalah: Proses
yang integral
pada tindakan
dan kegiatan
yang dilakukan
secara terus
menerus  oleh
pimpinan  dan
seluruh pegawai
untuk
memberikan
keyakinan
memadai
tercapainya
tujuan
organisasi

atas

(Jumlah
Perangkat
daerah yang
telah
dilakukan
penjaminan
kualitas atas
penilaian
mandiri
Perangkat
Daerah
minimal
level 3
dibagi
jumlah
Perangkat
Daerah
yang
menjadi
target
dilakukan
penjaminan

Tim
Penjami
nan
Kualitas
Penilaia
n
Maturita
s SPIP
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melalui kegiatan

kualitas atas

yang efektif dan | penilaian
efisien, mandiri
keandalan perangkat
pelaporan daerah
keuangan, dikali 100%)
pengamanan
aset negara, dan
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan.
1.2 | Persentase Perse | Salah satu ( Jumlah Sekreta
tugas laporan :
pengaduan n (%) Inspektorat masyarakat/ riat
masyarakat/APH adalah APH yang Inspekt
" I penanganan ditindaklanj
yang ditindaklanjuti pengaduan uti dibag orat
masyarakat Jumlah
yang terindikasi |laporan
penyalahgunaa |masyarakat/
n wewenang APH yang
dan tindak diterima
pidana korupsi; |sesuai
serta dengan
penghitungan ketentuan
kerugian dikali
keuangan 100%).
negara/daerah

dengan sasaran
kasus kerugian
negara yang
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dilimpahkan
oleh aparat
penegak hukum
untuk dilakukan
perhitungan

kerugian
keuangan
negara/daerah
2.1 | Persentase Perse | Reformasi (Jumlah Tim
- . birokrasi hasil
Penilaian  Mandiri | n (%) diartikan penilaian Evaluat
Reformasi Birokrasi sebagai upaya | mandiri or
2. Meningkatkan Perangkat Daerah untuk R_eforma_5| Penilaia
melakukan Birokrasi
Penilaian Mandiri minimal B pembaharuan Perangkat n RB
. dan perubahan |daerah
Reformasi
mendasar dengan
Birokrasi terhadap sistem | predikat
Perangkat penyelengggraa minimal B
n pemerintah | dibagi
Daerah dalam rangka |jumlah
mewujudkan Perangkat
tata kelola | Daerah
pemerintah yang | Kab.
baik (good | Asahan
governance) dikali 100%)
2.2 | Pencapaian target|Perse | Monitoring Hasil Admin
. Center For | verifikasi
Monitoring, Centre|n (%) Prevention KPK MCP
for Prevention (MCP) adalah Inspekt
(MCP) instrumen orat/
pemantauan
pelaporan
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pemberantasan
korupsi di
pemerintah
daerah
terdiri
sejumlah
intervensi,
indikator, dan
sub-indikator.

yang
atas
area

aplikasi
jaga.id

3. Meningkatkan
Kualitas dan
Kuantitas
Pengawasan,
Sumber Daya,
Sarana dan

Prasarana

3.1

Meningkatkan
pencapaian level
Kapabilitas APIP
Inspektorat

Kabupaten Asahan

Level

Kapabilitas APIP
adalah
kemampuan
untuk
melaksanakan
tugas - tugas
pengawasan
yang terdiri dari
tiga unsur yang
saling terkait
yaitu kapasitas,
kewenangan,
dan kompetensi
SDM APIP yang
harus dimiliki
APIP agar dapat
mewujudkan
peran APIP
secara efekiif.
Ada 5 level
Kapabilitas APIP

Skor

penilaian

hasil

setiap
elemen
kapabilitas
APIP

Tim
penilaia
n
mandiri
kapabilit
as APIP
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Namun berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Asahan

Tahun 2023, direkomendasikan agar mengubah sasaran dan indikator kinerja utama karena dianggap belum smart. Oleh

karena itu pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru

sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

PENJELASAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
DEEINISI FORMULASI/RU | PENANGGU SUMBER
OPERASIONAL MUS NCIAWAB DATA
PERHITUNGAN
1. 1.1 Meningkatnya | 1.1.1 | Pencapaian level Level 3 Maturitas Hasil evaluasi | Irban IV Tim
kualitas system pengendalian Penyelenggaraan BPKP Penjaminan
y peng SPIP adalah Tingkat )
penyelenggaraan intern pemerintah kematangan  SPIP Kualitas
pengendalian intern (SPIP) de_llam mencapal Penilaian
tujuan pengendalian
secara terintegrasi yang meliputi Maturitas SPIP
I(;Zﬁlatan yange;aizialggf Terintegrasi
keandalan,
pelaporan
keuangan,pengama
nan aset negara,
dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-
undangan.
1.1.2 | Pencapaian level Level 3 Indeks Efektivitas Hasil evaluasi| IrbanV Tim
indeks efektifitas Eengen_dallan BPKP Penjaminan
orupsi yang
pengendalian korupsi selanjutnya Kualitas
(IEPK) Penilaian

18




disingkat IEPK
adalah kerangka
pengukuran atas
kemajuan segala
upaya pencegahan
dan penanganan
risiko korupsi di
organisasi

Maturitas
SPIP

Terintegrasi

113

Pencapaian
manajemen risiko

indeks (MRI)

Level 3

Risiko
yang

Manajemen
Indeks
selanjutnya
disingkat MRI
adalah indeks yang
menggambarkan
kualitas penerapan
manajemen risiko di
lingkup
Kementerian/Lemba
ga/

Pemerintah Daerah
yang diperoleh dari
perhitungan
parameter penilaian
pengelolaan risiko.

Hasil evaluasi
BPKP

Irban |

Tim
Penjaminan
Kualitas
Penilaian
Maturitas
SPIP

Terintegrasi

1.14

Persentase pengaduan
masyarakat/APH yang
ditindaklanjuti

90%

Pengaduan
Masyarakat/APH
adalah laporan dari
masyarakat
mengenai  adanya
indikasi  terjadinya
penyimpangan,
korupsi, kolusi dan
nepotisme yang
dilakukan aparat
pemerintah daerah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

Jumlah laporan
masyarakat/APH
yang
ditindaklanjuti
dibagi Jumlah
laporan
masyarakat/APH
yang diterima
sesuai dengan
ketentuan dikali
100%

Irban V

Sekretariat
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1.1.5 | Pencapaian target | 95% MCP KPK | Hasil verifikasi Irban 1l Tim
Monitoring, Centre for kmerupaka_n program | KPK Monitoring
olaborasi yang
Prevention (MCP) bertujuan untuk Pencapaian
me_ndor_ong_ MCP
optimalisasi upaya
pencegahan korupsi
agar tercipta tata
kelola Pemerintah
Daerah yang bersih
dan bebas dari
korupsi.
1.1.6 | Pencapaian level | Level 3 Kapabilitas APIP | Hasil evaluasi Irban IlI Tim Penilaian
Kapabilitas APIP adalah kemampuan | BPKP Mandiri
untuk melaksanakan
Inspektorat Kabupaten tugas —  tugas Kapabilitas
Asahan pengawasan  yang APIP
terdiri dari tiga unsur
yang saling terkait
yaitu kapasitas,
kewenangan, dan
kompetensi SDM
APIP yang harus
dimiliki APIP agar
dapat mewujudkan
peran APIP secara
efektif. Ada 5 level
Kapabilitas APIP
1.1.7 | Nilai Akuntabilitas BB Evaluasi Hasil Evaluasi | Sekretaris Tim Evaluator
Penyelenggaraan ggllgrr?entas;l?t@g: Inspektorat SAKIP
Kinerja Pemerintah analisis yang
sistematis,
pada Inspektorat ) .
pemberian nilai,
atribut, apresiasi dan
pengenalan
permasalahan serta
pemberian solusi

atas masalah yang
ditemukan untuk
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tujuan peningkatan
akuntabilitas dan
kinerja Instansi kerja
pemerintah.

Sumber : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024
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B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat
daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di
dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 :

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN SATUAN | TARGET
€)) 2) ©) (4) (5)
1 | 1.1 |Meningkatny | 1.1.1 |Pencapaian level sistem pengendalian intern Level Level 3
. pemerintah (SPIP)
a kualitas _ . — .
1.1.2 |Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian Level Level 3
penyelengga korupsi (IEPK)
raan 1.1.3 | Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI) Level Level 3
pengendalian | 1.1.4 | Persentase pengaduan masyarakat/APH yang % 90%
intern secara dltlndaklgnjutl _ .
_ _ 1.1.5 | Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention % 95%
terintegrasi (MCP)
1.1.6 |[Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Level Level 3
Kabupaten Asahan
1.1.7 [Nilai ~ Akuntabilitas  Penyelenggaraan  Kinerja Nilai BB

Pemerintah pada Inspektorat

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
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mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 mengacu
pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026,
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada
tanggal 10 bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja,
Inspektur Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun
2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
€)) (2) ©) (4) (5)
1 | 1.1 |Meningkatny | 1.1.1 |Pencapaian level sistem pengendalian intern Level Level 3
. pemerintah (SPIP)
a kualitas _ . — .
1.1.2 |Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian Level Level 3
penyelengga korupsi (IEPK)
raan 1.1.3 | Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI) Level Level 3
pengendalian| 1.1.4 | Persentase pengaduan masyarakat/APH yang % 90%
intern secara dltlndaklgnjutl _ .
_ _ 1.1.5 | Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention % 95%
terintegrasi (MCP)
1.1.6 |Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Level Level 3
Kabupaten Asahan
1.1.7 [Nilai ~ Akuntabilitas  Penyelenggaraan Kinerja Nilai BB

Pemerintah pada Inspektorat

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten

Asahan
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Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

Tahun 2024
NO. | PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
KINERJA (Rp)
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PENUNJANG | Tertib Administrasi | 100% 12.523.079.805,-
URUSAN PEMERINTAHAN | Layanan Pemerintahan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
11 Kegiatan Administrasi | Meningkatnya Layanan | 1 Tahun 10.263.431.569,-
Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
1.1.1 | Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji | Jumlah Orang Yang | 65 10.263.431.5609,-
dan Tunjangan ASN Menerima  Gaji  dan | Orang/tahun
Tunjangan ASN
1.2 Kegiatan: Administrasi | Meningkatnya Layanan | 4 Jenis 384.103.000,-
Kepegawaian Perangkat | Administrasi
Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.2.1 | Sub Kegiatan: Jumlah Paket Pakaian | 60 Paket 31.500.000,-
Pengadaan Pakaian Dinas | Dinas beserta Atribut
Beserta Atribut | Kelengkapannya
Kelengkapannya
1.2.2 | Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai | 15 Orang 308.477.000,-
Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan
Tugas dan Fungsi Fungsi Yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
1.2.3 | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang Yang 60 Orang 44.126.000,-
Perundang-Undangan Mingikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
13 Kegiatan: Administrasi Umum | Meningkatnya Layanan | 7 Jenis 458.881.000,-
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
1.3.1 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket 1 paket 5.140.400,-
Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
1.3.2 | pPenyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan | 1 paket 70.062.850,-

dan Perlengkapan Kantor

dan Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
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1.3.3 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 1 paket 15.000.000,-
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
1.3.4 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 1 paket 29.506.750,-
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
1.3.5 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 3 dokumen 20.196.000,-
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1.3.6 | Penyediaan Jumlah Paket 2 paket 15.800.000,-
Bahan/Material Bahan/Material yang
Disediakan
1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 laporan 303.175.000,-
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.4 | Kegiatan: Pengadaan Barang | Barang Milik Daerah 2 jenis 455.849.968,-
Milik Daerah Penunjang (BMD) Penunjang
Urusan Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah yang Diadakan
1.4.1 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan | 9 Unit 455.849.968,-
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
15 Kegiatan: Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan | 12 Bulan 571.720.268,-
Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah
Pemerintahan yang Disediakan
1.5.1 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | 12 Laporan 2.600.000,-
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan | 12 Laporan 328.987.668,-
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi,  Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1.5.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan | 12 Laporan 240.132.600,-
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
16 | Kegiatan Pemeliharaan | Barang Milik Daerah | 4 jenis 389.094.000,-
Barang Milik Daerah | (BMD) Penunjang
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Penunjang Urusan | Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah yang Dipelihara
1.6.1 | Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan 30 Unit 305.108.000,-
Jasa Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan | Lapanganyang
Perizinan Kendaraan Dinas | Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan | 30 Unit 38.190.000,-
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor | 1 Unit 45.796.000,-
Gedung Kantor dan Bangunan | dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Dipelihara
/Direhabilitasi
2 PROGRAM 1. Persentase 85% 5.467.680.000,-
PENYELENGGARAAN pengaduan
PENGAWASAN masyarakat/APH yang
ditindaklanjuti
2. Persentase 100%
Perangkat Daerah yang
memiliki Maturitas
SPIP level 3 dengan
penjaminan kualitas
2.1 Kegiatan : Penyelenggaraan | Pengawasan Internal | 7 Jenis 3.668.760.000,-
Pengawasan Internal yang dilaksanakan
2.1.1 | Sub Kegiatan : Pengawasan Jumlah Laporan Hasil 28 laporan 853.420.000,-
Kinerja Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
2.1.2 | Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil 46 laporan 1.819.920.000,-
Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah
2.1.3 | Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil 2 laporan 52.000.000,-
Reviu Laporan Kinerja
2.1.4 | Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil | 1 Laporan 51.000.000,-
Reviu Laporan
Keuangan
2.1.5 | Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil | 10 laporan 404.920.000,-

Pengawasan Desa
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2.1.6 | Monitoring dan  Evaluasi | Jumlah Dokumen Hasil | 30 Dokumen 487.500.000,-
Tindak Lanjut Hasil | Monitoring dan
Pemeriksaan BPK Rl dan | Evaluasi Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Hasil | Hasil Pemeriksaan BPK
Pemeriksaan APIP Rl dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
2.2 Kegiatan : Penyelenggaraan | Pengawasan dengan | 2 Jenis 1.798.920.000,-
Pengawasan dengan Tujuan Tujuan yang
Tertentu dilaksanakan
2.2.2 | Pengawasan Dengan Jumlah Laporan Hasil | 47 Laporan 1.798.920.000,-
Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu
3 PROGRAM PERUMUSAN | 1.Persentase Penilaian | 100% 471.040.750,-
KEBIJAKAN, Mandiri Reformasi
PENDAMPINGAN DAN | Birokrasi Perangkat
ASISTENSI Daerah minimal B
2. Pencapaian target | 90%
Monitoring, Centre for
Prevention (MCP)
3.1 Kegiatan : Pendampingan dan | Pendampingan dan | 4 Jenis 471.040.750,-
Asistensi Asistensi Perangkat
Daerah yang
dilaksanakan
3.1.1 | Sub Kegiatan : Pendampingan | Jumlah Perangkat | 30 Perangkat 162.000.000,-
dan Asistensi Urusan | Daerah Yang Dilakukan | paerah
Pemerintahan Daerah Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
3.1.2 | Pendampingan, Asistensi, Jumlah Perangkat | 30 Perangkat 174.521.000,-
Verifikasi, dan Penilaian Daerah yang Dilakukan | paeran
Reformasi Birokrasi Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
Penilaian Reformasi
Birokrasi
3.1.3 | Koordinasi, Monitoring dan | Jumlah Kegiatan | 1 Kegiatan 134.519.750,-
Evaluasi serta Verifikasi | Koordinasi,Monitoring,
Pencegahan dan | dan Evaluasi serta
Pemberantasan Korupsi Verifikasi Pencegahan
dan  Pemberantasan
Korupsi

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

27




Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan November tahun 2024 dilaksanakan Perubahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan program, kegiatan

dan anggaran, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
1) (2) 3) 4) ®)
1 | 1.1 |Meningkatny | 1.1.1 |Pencapaian level sistem pengendalian intern Level Level 3
. pemerintah (SPIP)
a kualitas _ . — .
1.1.2 |Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian Level Level 3
penyelengga korupsi (IEPK)
raan 1.1.3 | Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI) Level Level 3
pengendalian | 1.1.4 | Persentase pengaduan masyarakat/APH yang % 90%
intern secara dltlndaklgnjutl _ .
_ _ 1.1.5 | Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention % 95%
terintegrasi (MCP)
1.1.6 |Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Level Level 3
Kabupaten Asahan
1.1.7 [Nilai ~ Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Nilai BB
Pemerintah pada Inspektorat

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024
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Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perubahan Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO. | PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
KINERJA (Rp)
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PENUNJANG | Tertib Administrasi | 100% 14.544.217.510,-
URUSAN PEMERINTAHAN | Layanan Pemerintahan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
11 Kegiatan Administrasi | Meningkatnya Layanan | 1 Tahun 12.111.180.915,-
Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
1.1.1 | Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji | Jumlah Orang Yang | 65 12.111.180.915,-
dan Tunjangan ASN Menerima  Gaji  dan | Orang/tahun
Tunjangan ASN
1.2 Kegiatan: Administrasi | Meningkatnya Layanan | 4 Jenis 323.362.500,-
Kepegawaian Perangkat | Administrasi
Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.2.1 | Sub Kegiatan: Jumlah Paket Pakaian | 60 Paket 31.500.000,-
Pengadaan Pakaian Dinas | Dinas beserta Atribut
Beserta Atribut | Kelengkapannya
Kelengkapannya
1.2.2 | pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai | 15 Orang 218..679.000,-
Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan
Tugas dan Fungsi Fungsi Yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
1.2.3 | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang Yang 60 Orang 73.183.500,-
Perundang-Undangan Mingikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
13 Kegiatan: Administrasi Umum | Meningkatnya Layanan | 7 Jenis 513.081.000,-
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
1.3.1 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket 1 paket 5.140.400,-
Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
1.3.2 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan | 1 paket 70.062.850,-
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
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1.3.3 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 1 paket 15.000.000,-
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
1.3.4 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 1 paket 29.506.750,-
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
1.3.5 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 3 dokumen 20.196.000,-
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1.3.6 | Penyediaan Jumlah Paket 2 paket 10.000.000,-
Bahan/Material Bahan/Material yang
Disediakan
1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 laporan 363.175.000,-
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.4 | Kegiatan: Pengadaan Barang | Barang Milik Daerah 2 jenis 548.439.060,-
Milik Daerah Penunjang (BMD) Penunjang
Urusan Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah yang Diadakan
1.4.1 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan | 9 Unit 548.439.060,-
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
15 Kegiatan: Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan | 12 Bulan 565.093.600,-
Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah
Pemerintahan yang Disediakan
1.5.1 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan | 12 Laporan 2.600.000,-
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan | 12 Laporan 321.761.000,-
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi,  Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1.5.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan | 12 Laporan 240.732.600,-
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
16 | Kegiatan Pemeliharaan | Barang Milik Daerah | 4 jenis 483.060.435,-
Barang Milik Daerah | (BMD) Penunjang
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Penunjang Urusan | Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah yang Dipelihara
1.6.1 | Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan 30 Unit 400.071.935,-
Jasa Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan | Lapanganyang
Perizinan Kendaraan Dinas | Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan | 30 Unit 37.192.500,-
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor | 1 Unit 45.796.000,-
Gedung Kantor dan Bangunan | dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Dipelihara
/Direhabilitasi
2 PROGRAM 1. Persentase 85% 5.455.420.000,-
PENYELENGGARAAN pengaduan
PENGAWASAN masyarakat/APH yang
ditindaklanjuti
2. Persentase 100%
Perangkat Daerah yang
memiliki Maturitas
SPIP level 3 dengan
penjaminan kualitas
2.1 Kegiatan : Penyelenggaraan | Pengawasan Internal | 7 Jenis 3.281.820.000,-
Pengawasan Internal yang dilaksanakan
2.1.1 | Sub Kegiatan : Pengawasan Jumlah Laporan Hasil 28 laporan 838.300.000,-
Kinerja Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
2.1.2 | Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil 46 laporan 1.372.520.000,-
Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah
2.1.3 | Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil 2 laporan 52.000.000,-
Reviu Laporan Kinerja
2.1.4 | Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil | 1 Laporan 46.000.000,-
Reviu Laporan
Keuangan
2.1.5 | Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil | 10 laporan 388.000.000,-

Pengawasan Desa
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2.1.6 | Monitoring dan  Evaluasi | Jumlah Dokumen Hasil | 30 Dokumen 585.000.000,-
Tindak Lanjut Hasil | Monitoring dan
Pemeriksaan BPK Rl dan | Evaluasi Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Hasil | Hasil Pemeriksaan BPK
Pemeriksaan APIP Rl dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
2.2 Kegiatan : Penyelenggaraan | Pengawasan dengan | 2 Jenis 2.173.600.000,-
Pengawasan dengan Tujuan Tujuan yang
Tertentu dilaksanakan
2.2.2 | Pengawasan Dengan Jumlah Laporan Hasil | 47 Laporan 2.173.600.000,-
Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu
3 PROGRAM PERUMUSAN | 1.Persentase Penilaian | 100% 509.300.750,-
KEBIJAKAN, Mandiri Reformasi
PENDAMPINGAN DAN | Birokrasi Perangkat
ASISTENSI Daerah minimal B
2. Pencapaian target | 90%
Monitoring, Centre for
Prevention (MCP)
31 Kegiatan : Pendampingan dan | Pendampingan dan | 4 Jenis 509.300.750,-
Asistensi Asistensi Perangkat
Daerah yang
dilaksanakan
3.1.1 | Sub Kegiatan : Pendampingan | Jumlah Perangkat | 30 Perangkat 202.500.000,-
dan Asistensi Urusan | Daerah Yang Dilakukan | paerah
Pemerintahan Daerah Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
3.1.2 | Pendampingan, Asistensi, Jumlah Perangkat | 30 Perangkat 157.601.000,-
Verifikasi, dan Penilaian Daerah yang Dilakukan | paeran
Reformasi Birokrasi Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
Penilaian Reformasi
Birokrasi
3.1.3 | Koordinasi, Monitoring dan | Jumlah Kegiatan | 1 Kegiatan 149.199.750,-
Evaluasi serta Verifikasi | Koordinasi,Monitoring,
Pencegahan dan | dan Evaluasi serta
Pemberantasan Korupsi Verifikasi Pencegahan
dan  Pemberantasan
Korupsi

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

32




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten
Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian
target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai
dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja tujuan/sasaran.
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai
berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/lnterpretasi Rata-Rata % Capaian
1 |Sangat Tinggi 91 <100

2 | Tinggi 76 <90

3 |Sedang 66 <75

4 Rendah 51 <65

5 |Sangat Rendah <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan Indikator

Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

34



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja
utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas

indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun

2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten AsahanTahun 2024

N . .
o] Sasaran Indikator Sasaran | Target Rea[|s CEpE Katt_eg Sy
asl an % ori Data
1| 1.1 | Meningkatn |1.1.1 | Pencapaian Level 3 |Level 3 |100% | Sangat | Tim
ya kualitas level sistem fingai Penjamina
penyelengg 99 n Ku.all|tas
araan pengendalian hpﬂzrt‘ﬂﬁ'tgg
pgntgendalla intern SPIP
n intern . Terintegras
secara pemerintah i
terintegrasi (SPIP)
1.1.2 | Pencapaian Level 3| Level 3| 100% | Sangat | Tim
. ) .| Penjamina
level indeks tinggi | n Kualitas
efektifitas Penilaian
Maturitas
pengendalian SPIP
Terintegras
korupsi (IEPK) i neg
1.1.3 | Pencapaian Level 3| Level 3| 100% | Sangat | Tim
. ) .| Penjamina
manajemen tingg! | n Kualitas
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risiko  indeks Penilaian
Maturitas

(MRI) SPIP
Terintegras
[

1.1.4 | Persentase 90% 100% | 111.11 | Sangat | Sekretariat
pengaduan % tinggi
masyarakat/A
PH yang
ditindaklanjuti

1.1.5 | Pencapaian 95% |93,04% | 97,94% | Sangat | Tim

. . Monitoring
target tinggl | pencapaia
Monitoring, nMCP
Centre for
Prevention
(MCP)

1.1.6 | Pencapaian Level 3 | Level 3| 100% | Sangat | Tim

tinggi Penilaian
level Mandiri

i Kapabilitas
Kapabilitas APIP
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Asahan
1.1.7 | Nilai BB BB 100% | Sangat | Tim
. tinggi Evaluator
Akuntabilitas SAKIP
Penyelenggar
aan Kinerja
Pemerintah
pada
Inspektorat

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Asahan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Perwakilan Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-
705/PW02/03.1/2024, tanggal 27 Desember 2024, perihal Laporan Hasil

Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintahan
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Kabupaten Asahan Tahun 2024, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Asahan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3
dengan skor 3,001 , kualitas penerapan Manajemen Resiko Indeks (MRI)
Level 3 dengan skor 3,000, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) level 3 dengan skor 3,024. Sehingga untuk indikator Pencapaian level
system pengendalian intern pemerintah (SPIP), Pencapaian level indeks
efektifitas pengendalian korupsi (IEPK), dan Pencapaian manajemen risiko
indeks (MRI), Inspektorat telah memenuhi target kinerja 100%.

. Untuk indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH yang ditindaklanjuti,
dengan rumus : Jumlah Laporan Masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi
dengan Jumlah Laporan Masyarakat/APH yang diterima sesuai dengan
ketentuan, realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil rekapitulasi
jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat sejak Januari
sampai dengan Desember 2024 terdapat 47 (empat puluh tujuh) surat
pengaduan yang sesuai ketentuan (berkadar pengawasan) sudah
ditindaklanjuti. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar
111,11%.

. Untuk indikator pencapaian persentase monitoring center for prevention (MCP)
Kabupaten Asahan pada tahun 2024 targetnya adalah sebesar 95%, dan
realisasinya mencapai 93,04%. Jadi persentase capaiannya adalah sebesar
97,94%. Adapun hasil capaian dari setiap area intervensi MCP tahun 2024

disajikan dalam tabel berikut ini.

NO AREA INTERVENS| MCP HASIL
1 2 3
1 | Area Perencanaan 100%
2 | Area Penganggaran 99%
3 | Area Pengadaan Barang Jasa 94%
4 | Area Pelayanan Publik 88%
5 | Area Pengawasan APIP 91%
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6 | Area Manajemen ASN 96%

7 | Area Pengelolaan Barang Milik Daerah 82%

8 | Area Optimalisasi pajak daerah 93%

Secara umum realisasi capaian setiap area intervensi sudah baik, namun ada
beberapa hal yang dapat menjadi perhatian sehingga menyebabkan nilai
yang diperoleh tidak maksimal yaitu:

a) Pada area pelayanan publik belum ada rencana detail tata ruang (RDTR)
Kabupaten Asahan

b) Pada area pengawasan APIP disebabkan oleh level Kapabilitas APIP
masih berada pada level 3 serta dukungan anggaran dan SDM belum
terpenuhi sesuai dengan ketentuan.

c) Pada area pengelolaan barang milik daerah (BMD) disebabkan masih
terdapat asset milik daerah yang bermasalah.

d) Pada area optimalisasi pajak daerah, capaian penagihan piutang pajak
daerah masih rendah.

5. Untuk indikator meningkatkan pencapaian level kapabilitas APIP Inspektorat
Kabupaten Asahan sudah memenuhi target yaitu mencapai level 3 dengan skor
3,000 berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara Nomor :
PE.09.03/LHP-389/PW02/6/2024 tanggal 3 September 2024, perihal Laporan
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat
Kabupaten Asahan Tahun 2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian
kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

6. Untuk indikator hasil evaluasi akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah
(AKIP) Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mendapatkan nilai
BB berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator dari

Inspektorat, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun - tahun
sebelumnya (2021-2023) diuraikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

© =z

Sasara
n

Indikator
Sasaran

2021

2022

2023

2024

Targ
et

Reali
sasi

%
Capa
ian

Targe

Reali
sasi

%
Capa
ian

Targ
et

Reali
sasi

%
Capa
ian

Targ
et

Reali
sasi

%
Capa
ian

Mening
katnya
kualita
S
penyel
enggar
aan
penge
ndalian
intern
secara
terinte
grasi

Pencapai
an level
sistem
pengend
alian
intern
pemerint
ah
(SPIP)

Level

n.a

n.a

Level

Level
3

100
%

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Pencapai
an level
indeks
efektifitas
pengend
alian
korupsi
(IEPK)

Level

n.a

n.a

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Pencapai
an
manajem
en risiko
indeks
(MRI)

Level

n.a

n.a

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Persenta
se
pengadu
an
masyara
kat/APH
yang
ditindakla
njuti

75%

100
%

133,
33%

80%

100
%

125
%

85%

100
%

117,
64%

90%

100
%

111,
11%

Pencapai
an target
Monitorin
g, Centre
for
Preventio
n (MCP)

90%

83,3
7%

92,6
3%

90%

91,1
0%

101,
22%

93%

87,4
8%

94,0
6%

95%

93,0
4%

97,9
4%

Pencapai
an level
Kapabilit
as APIP
Inspektor
at
Kabupat
en
Asahan

Level

n.a

n.a

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Level

Level

100
%

Nilai
Akuntabil
itas
Penyelen

BB

91,5
3%

BB

90,9
1%

BB

BB
73,0

100
%

BB

BB
72,4

100
%
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ggaraan
Kinerja
Pemerint
ah pada
Inspektor
at

Secara umum capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sudah
baik, dengan persentase capaian diatas 90%. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini termasuk kategori sangat tinggi.

Namun untuk indikator pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP), pencapaian level level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK),
pencapaian manajemen risiko indeks (MRI) dan pencapaian level kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten Asahan pada Tahun 2021 tidak dilakukan penilaian (evaluasi)
oleh BPKP sehingga tidak ada data untuk indikator-indikator tersebut.

Untuk indikator pencapaian target MCP realisasi pada tahun 2024 ini adalah sebesar
93,04% dari target 95%. Tidak terpenuhinya target ini disebabkan beberapa fktor
diantaranya:
a) Pada area pelayanan publik belum ada rencana detail tata ruang (RDTR)
Kabupaten Asahan
b) Pada area pengawasan APIP disebabkan oleh level Kapabilitas APIP masih
berada pada level 3 serta dukungan anggaran dan SDM belum terpenuhi sesuai
dengan ketentuan.
c) Pada area pengelolaan barang milik daerah (BMD) disebabkan masih terdapat
asset milik daerah yang bermasalah.
d) Pada area optimalisasi pajak daerah, capaian penagihan piutang pajak daerah
masih rendah.
Pada Tahun 2023, pencapaian target MCP juga tidak maksimal yakni hanya sebesar
87,48% dari target 93%. Terdapat 2 area yg mengalami penurunan jika dibandingkan
capaian tahun 2022, yaitu, area perizinan dan area manajemen ASN. Area
manajemen ASN ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 92,90%
pada tahun 2022 menjadi hanya 67,24% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh
hasil penilaian implementasi pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Asahan
termasuk kategori buruk berdasarkan surat KASN Nomor B-4499/SM/00.02/11 2023
tanggal 28 November 2023.
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Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target

jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa indikator kinerja sasaran Inspektorat

Daerah Kabupaten Asahan mengalami perubahan pada Tahun 2024 karena dinilai

belum smart, sehingga ada beberapa indikator yang tidak digunakan lagi pada saat

ini dan ada beberapa indikator baru. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024

dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Inspektorat 2021-2026

dirincikan pada table berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Realisasi

Kualitas dan
Kuantitas
Pengawasan,
Sumber Daya,
Sarana dan
Prasarana

pencapaian level
Kapabilitas  APIP
Inspektorat

Kabupaten Asahan

Kinerja Target Tingkat
No. Sasaran Indikator Sasaran Tahun Akhir Kemajua
2024 2026 n
1 2 3 4 5 6=4/5*100
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN AWAL.:
1 1.Meningkatkan 1.1 Persentase | n/a 100% n/a
Level Penilaian | Perangkat Daerah
Mandiri Maturitas | yang memiliki
SPIP Perangkat | Maturitas SPIP
Daerah level 3 dengan
penjaminan
kualitas
1.2 Persentase | n/a 100% n/a
pengaduan
masyarakat/APH
yang ditindaklanjuti
2.Meningkatkan 2.1. Persentase | n/a 100% n/a
Penilaian Mandiri | Penilaian  Mandiri
Reformasi Reformasi Birokrasi
Birokrasi Perangkat Daerah
Perangkat minimal B
Daerah 2.2. Pencapaian | 92,54% 100% 92,54%
target Monitoring,
Centre for
Prevention (MCP)
3. Meningkatkan | 3.1. Meningkatkan | Level 3 Level 3 100%

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SETELAH PERUBAHAN:
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1 Meningkatnya Pencapaian level | Level 3 n/a n/a

kualitas sistem

penyelenggaraan | pengendalian intern

pengendalian pemerintah (SPIP)

intern secara | pencapaian  level | Level 3 n/a n/a
terintegrasi indeks  efektifitas

pengendalian
korupsi (IEPK)

Pencapaian Level 3 n/a n/a
manajemen  risiko

indeks (MRI)

Persentase 100% 100% 100%
pengaduan

masyarakat/APH

yang ditindaklanjuti

Pencapaian target | 92,54% 100% 92,54%
Monitoring, Centre

for Prevention

(MCP)

Pencapaian level | Level 3 Level 3 100%
Kapabilitas  APIP

Inspektorat

Kabupaten Asahan

Nilai Akuntabilitas | BB 72,40 | n/a n/a

Penyelenggaraan
Kinerja Pemerintah
pada Inspektorat

Dari tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis diatas dapat disimpulkan
bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sudah cukup berhasil mencapai target
yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026. Untuk itu capaian pada tahun 2024 ini
harus dipertahankan agar sampai dengan berakhirnya masa renstra pada tahun 2026
nanti, capaian kinerja untuk indikator-indikator tersebut bisa tercapai. Khusus untuk
indikator pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP), agar Inspektorat
lebih meningkatkan kinerjanya dan mendorong perangkat daerah lain yang menjadi
pengampu 8 area intervensi MCP yang ditetapkan KPK untuk lebih aktif lagi dalam
memenuhi indikator-indikator target penilaian MCP demi terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Namun untuk indikator pencapaian level maturitas SPIP, IEPK, dan MRI serta
Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat tidak dapat
diperbandingkan antara capaian realisasi tahun 2024 dengan target Renstra 2021-

2026, karena indikator-indikator tersebut sebelumnya belum ada.
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Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain

Sasaran

Indikator Sasaran

Realisasi
Kinerja
Tahun

2024

Standar
Nasional

%
Capaian

2

3

4 5

6=4/5*100

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pengendalian intern

Pencapaian level
sistem pengendalian
intern pemerintah
(SPIP)

Level 3 Level 3

100%

secara terintegrasi

Pencapaian level
indeks efektifitas
pengendalian korupsi
(IEPK)

Level 3 Level 3

100%

Pencapaian
manajemen
indeks (MRI)

risiko

Level 3 Level 3

100%

Persentase
pengaduan
masyarakat/APH
yang ditindaklanjuti

100% -

Pencapaian target
Monitoring, Centre for
Prevention (MCP)

92,54% 100%

92,54%

Pencapaian level
Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten
Asahan

Diatas
level 3

Level 3

75%

Nilai Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Kinerja Pemerintah
pada Inspektorat

BB 72,40 | -

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Indikator

Sasaran ..
Kinerja

%

Target | Realisasi

Capaian

Analisis
Keberhasilan/Kegag
alan

Solusi  yang
dilakukan
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Meningkatnya | Pencapa | Level | Level 3 100% Kualitas Maturitas
kualitas ian level 3 SPIP Pemerintah
penyelenggara | SISteém Kabupaten Asahan
an pengend sudah memenuhi
. alian .
pengendalian intern karateristik level 3,
intern  secara | pemerint dengan skor
terintegrasi ah 3,001.Hal ini bisa
(SPIP) dicapai karena
adanya dukungan
dari perangkat
daerah yang
menjadi sampel
dalam
menyediakan
evidence yang
diperlukan.
Pencapa | Level 3 | Level 3 | 100% Kualitas Maturitas
ian level SPIP Pemerintah
indeks Kabupaten Asahan
efektifita sudah memenubhi
s L
pengend karateristik level 3,
alian dengan skor
korupsi 3,024.Hal ini bisa
(IEPK) dicapai karena
adanya dukungan
dari perangkat
daerah yang
menjadi sampel
dalam
menyediakan
evidence yang
diperlukan.
Pencapa | Level 3 | Level 3 | 100% Kualitas Maturitas
ian SPIP Pemerintah
manaje Kabupaten Asahan
men sudah memenuhi
risiko karateristik level 3,
indeks dengan skor
(MRI) 3,000.Hal ini bisa

dicapai karena
adanya dukungan
dari perangkat
daerah yang
menjadi sampel
dalam
menyediakan
evidence yang
diperlukan.
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Persenta | 90% 100% 111,11% | Faktor yang
se mendorong
pengadu berhasilnya
an capaian untuk
masyara indikator ini adalah
kat/APH karena tersedianya
yang dukungan
ditindakl anggaran dan SDM
anjuti dalam
menindaklanjuti
surat pengaduan
yang masuk ke
Inspektorat. Selain
itu hubungan yang
baik dengan APH
memudahkan APIP
berkoordinasi
Pencapa | 95% 92,54% | 97,41% Ketidakberhasilan Melakukan
ian target indikator ini monitoring
Monitori mencapai target dan
ng, disebabkan karena | pendamping
Centre kurang an terhadap
for maksimalnya semua area
Preventi pemenuhan intervensi
on evidence pada 4 MCP KPK
(MCP) area perubahan, secara
yaitu area berkala dan
pelayanan publik, senantiasa
area pengawasan berkoordinasi
APIP, area dengan OPD
pengelolaan BMD, | terkait
dan area pengampu
optimalisasi pajak area MCP
daerah. KPK.
Level 3 | Level 3 | 100% Keberhasilan dari
indikator ini adalah
karena adanya
Pencapa dukungan dari
ian level seluruh pegawai
Kapabilit Inspektorat dalam
as APIP mempersiapkan
Inspekto dokumen setiap
rat elemen penilaian
Kabupat kapabilitas APIP.
en Selain itu
Asahan peningkatan

kompetensi APIP
melalui
pelaksanaan Diklat
maupun sosialisasi
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sangat mendukung
hasil pembinaan
dan pengawasan
yang dilakukan
Inspektorat.

Nilai
Akuntabi
litas
Penyele
nggaraa
n Kinerja
Pemerint
ah pada
Inspekto
rat

BB

BB 100%
72,40

Keberhasilan dari
indikator ini adalah
karena adanya
dukungan dari
seluruh pegawai
Inspektorat dalam
mempersiapkan
dokumen setiap
komponen
penilaian/evaluasi

SAKIP

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

: Program/ . Menunjang /
Sasaran Ir|1<(:j|kat_or %. Kegiatan/Su Intykat_or % Capaian Tidak
inerja Capaian b Keai Kinerja .
egiatan Menunjang
Meningkatnya | 1.1 Pencapa | 100% Program :
kualitas ian level Penyelengga
penyelenggar sistem raan
aan pengend Pengawasan
pengendalian alian Kegiatan:
intern secara intern Penyelengga
terintegrasi pemerint raan
ah Pengawasan
(SPIP) Internal
Sub
1.2 Pencapa | 100% Kegiatan:
ian level 1. 1. Jumlah 100% Menunjang
indeks Pengawasan | Laporan
efektifita Kinerja Hasil
s Pemerintah Pengawas
pengend Daerah an Kinerja
alian Pemerintah
korupsi Daerah
(IEPK)
2. 2. Jumlah 100% Menunjang
1.3 Pencapa | 100% Pengawasan | Laporan
ian Keuangan Hasil
manaje Pemerintah Pengawas
men Daerah an
risiko Keuangan
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indeks Pemerintah
(MRI) Daerah
1.4 Pencapa | 100% 3. Reviu 3.Jumlah 100% Menunjang
ian level laporan Laporan
Kapabilit Kinerja hasil Reviu
as APIP Kinerja
Inspekto
rat 4. Reviu 4.Jumlah 100% Menunjang
Kabupat Laporan Laporan
en Keuangan hasil
Asahan Reviu
Laporan
Keuangan
1.5 Nilai 100% 5. 5.Jumlah
Akuntabi Pengawasan | laporan 100% Menunjang
litas Desa hasil
Penyele pemeriksa
nggaraa an desa
n Kinerja
Pemerint 6. Monitoring | 6. Jumlah 100% Menunjang
ah pada dan evaluasi | Dokumen
Inspekto tindak lanjut Hasil
rat hasil Monitoring
pemeriksaan | dan
BPK RI dan Evaluasi
Tindak lanjut | Tindak
Hasil Lanjut
Pemeriksaan | Hasil
APIP Pemeriksa
an BPK RI
dan Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an APIP
1.6 111,11% Program
Persentase Penyelengga
pengaduan raan
masyarakat/ Pengawasan
APH yang Kegiatan:
ditindaklanju Penyelengga
ti raan
Pengawasan
dengan
tujuan
tertentu
Sub
Kegiatan:
1.Pengawas | 1.Jumlah 100% Menunjang
an dengan | laporan
tujuan Hasil
tertentu Pengawas
an dengan
Tujuan
Tertentu
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1.7
Pencapaian
target
Monitoring,
Centre for
Prevention
(MCP)

Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendamping
an dan
Asistensi.
Kegiatan
Pendamping
an dan
Asistensi

Sub Kegiatan

1.Pendampin
gan dan
Asistensi
Urusan
Pemerintaha
n Daerah

2.Pendampin
gan,
Asistensi
Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi
Birokrasi

3.Koordinasi,
monitoring,
dan Evaluasi
serta
Verifikasi
pencegahan
dan
pemberantas
an Korupsi

1. Jumlah
Perangkat
Daerah
Yang
Dilakukan
Pendampin
gan dan
Asistensi
Urusan
Pemerintah
an Daerah

Jumlah
Perangkat
Daerah
yang
Dilakukan
Pendampin
gan,
Asistensi,
Verifikasi,
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

Jumlah
Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring,
dan
Evaluasi
serta
Verifikasi
Pencegaha
n dan
Pemberant
asan
Korupsi

100%

100%

100%

Menunjang

Menunjang

Menunjang
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Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Daerah Kabupaten Asahan menunjang pelaksanaan indikator kinerja dari sasaran yang ditetapkan dengan persentase capaian

100%.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dianggarkan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen

Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

No. Sstarlgggins Ll G Target REEITEEE] Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian
1. Meningkatn | Pencapaian Level 3 Level 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 14.544.217.510,- | 14.178.466.541,- 97.49
ya kualitas | level sistem PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /
penyelengg | pengendalian KOTA
araan intern
pengendali | pemerintah
an intern (SPIP)
1.1 |Secara Pencapaian Level 3 Level 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.111.180.915,- | 11.967.366.844,- 98.81
terintegrasi | |ovel indeks
efektifitas
pengendalian
korupsi (IEPK)
1.1.1 Pencapaian Level 3 Level 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.111.180.915,- | 11.967.366.844,- 98.81
manajemen
risiko indeks
(MRI)
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1.2

1.2.1

123

124

1.3

131

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.35

1.3.6

1.3.7

Persentase 90% 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat 323.362.500,- 225.001.481,- 69.58

pengaduan Daerah

masyarakat/AP

H yang

ditindaklanjuti

Pencapaian 95% 93,04% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 31.500.000,- 31,164,000,- 98.93

target Kelengkapannya

Monitoring,

Centre for

Prevention

(MCP)

Pencapaian Level 3 Level 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 218.679.000,- 154.310.184,- 70.56

level Tugas dan Fungsi

Kapabilitas

APIP

Inspektorat

Kabupaten

Asahan

Nilai BB BB 72,40 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 73.183.500,- 39.527.297,- 54.01

Akuntabilitas

Penyelenggara

an Kinerja

Pemerintah

pada

Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah 513.081.000,- 464.616.649,- 90.55
Penyediaan Komponen Instalasi 5.140.400,- 5.140.000,- 99.99
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.062.850,- 66.016.850,- 94.23
Penyediaan Bahan Logistisk Kantor 15.000.000,- 11.298.650,- 75.32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.506.750,- 23.672..400,- 80.23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.196.000,- 19.760.000,- 97.84
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,- 9.570.000,- 95.70
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 363.175.000,- 329.158.749,- 90.63

Konsultasi SKPD
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1.4

14.1

15

151

15.2

153

1.6

16.1

1.6.2

1.6.3

2.1

211

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.15

2.1.6

2.2

2.2.1

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 548.439.060,- 528.246.840,- 96.32
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 548.439.060,- 528.246.840,- 96.32
Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 565.093.600,- 559.696.467 - 99.04
Pemetintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.600.000,- 2.232.000,- 85.85
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air 321.761.000,- 318.089.107,- 98.86
dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 240.732.600,- 239.375.360,- 99.44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 483.060.435,- 433.538.260,- 89.75
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 400.071.935,- 365.694.810,- 91.41
Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.192.500,- 31.124.000,- 83.68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 45.796.000,- 36.719.450,- 80.18
Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN 5.455.420.000,- 5.445.892.900,- 99.83
PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3,281,820,000,- 3.274.157.900,- 99.77
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 838.300.000,- 832.201.700,- 99.27
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 1.372.520.000,- 1.372.520.000,- 100.00
Reviu Laporan Kinerja 52.000.000,- 52.000.000,- 100.00
Reviu Laporan Keuangan 46.000.000,- 44.436.200,- 96.60
Pengawasan Desa 388.000.000,- 388.000.000,- 100.00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 585.000.000,- 585.000.000,- 100.00
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan 2.173.600.000,- 2.171.735.000,- 99.91
Tujuan Tertentu

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.173.600.000,- 2.171.735.000,- 99.91
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3 PROGRAM PERUMUSAN 509.300.750,- 490.240.400,- 96.26

KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

3.1 Pendampingan dan Asistensi 509.300.750,- 490.240.400,- 96.26

3.11 Pendampingan dan Asistensi Urusan 202.500.000,- 199.300.000,- 98.42
Pemerintah Daerah

3.1.2 Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian 157.601.000,- 147.455.100,- 93.56
Reformasi Birokrasi

3.1.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta 149.199.750,- 143.485.300,- 96.17
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
JUMLAH........cciieiiiieieeeenee 20.508.938.260,- | 20.114.599.841,- 98.08
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C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Anggaran Tingk
No Sasaran Indikator Targ | Reali C;/oai Anggaran Realisasi Ca%aia E:itsi
et | sasi | o (Rp.) (Rp.) P2 ensi
1 | Meningkatnya | Pencapaian Level | Level | 100% 206.600.000,- | 206.600.000,-, 100% 0.00
kualitas level  sistem | 3 3
penyelenggar | pengendalian
aan intern
pengendalian | pemerintah
intern secara | (SPIP)
terintegrasi Pencapaian Level | Level | 100% 27.600.000,- | 27.600.000,- 100% | 0.00
level indeks 3 3
efektifitas
pengendalian
korupsi (IEPK)
Pencapaian Level | Level | 100% 39.000.000,- | 39.000.000,- 100% 0.00
manajemen 3 3
risiko indeks
(MRI)
Persentase 90% | 100 111,12 | 2.173.600.000, | 2.171.735.000,- | 99,91% | 11.20
pengaduan % 1% -
masyarakat/A
PH yang
ditindaklanjuti
Pencapaian 95% | 93,0 | 97,41 157.601.000,- 147.455.100,- | 93,56% 3.85
target 4% %
Monitoring,
Centre for
Prevention
(MCP)
Pencapaian Level | Level | 100% 27.600.000,- | 27.600.000,- 100% 0.00
level 3 3
Kapabilitas
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Asahan
Nilai BB BB 100% 27.600.000,- | 27.600.000,- 100% 0.00
Akuntabilitas 72,4
Penyelenggar 0

aan Kinerja
Pemerintah
pada

Inspektorat

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka efisien
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Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bagaimana tingkat efesiensi

pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kkualitas penyelenggaraan

pengendalian intern secara terintegrasi dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut::

1.

Untuk Inidikator Pencapaian Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Dengan Capaian Kinerja 100%, Dan Capaian Realisasi Anggaran
100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0.00 (Termasuk Kategori Tidak
Efisien)

Untuk Inidikator Pencapaian Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) Dengan Capaian Kinerja 100%, Dan Capaian Realisasi Anggaran
100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0.00 (Termasuk Kategori Tidak
Efisien)

Untuk Indikator Pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Dengan Capaian
Kinerja 100% Dan Capaian Realisasi Anggaran 100% Diperoleh Tingkat
Efisiensi Sebesar 0,00 (Termasuk Kategori Tidak Efisien)

Untuk Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH Yang
Ditindaklanjuti Dengan Capaian Kinerja 111,11%, Dan Capaian Realisasi
Anggaran 99,91% Diperoleh Tingkat Efesiensi Sebesar 11,20 (Termasuk
Kategori Efesiensi)

Untuk Indikator Pencapaian Target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)
Dengan Capaian Kinerja 97,41% dan Capaian Realisasi Anggaran 93,56%
Diperoleh Tingkat Efesiensi Sebesar 3,85 (Termasuk Kategori Efesiensi)
Untuk indikator Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten
Asahan Dengan Capaian Kinerja 100% Dan Capaian Realisasi Anggaran
100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0,00 (Termasuk Kategori Tidak
Efisien)

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada
Inspektorat Dengan Capaian Kinerja 100% Dan Capaian Realisasi Anggaran
100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0,00 (Termasuk Kategori Tidak

Efisien)
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Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja
program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan

Kegiatan
Indikator Kinerja Anggaran Tin
Program/ Re Anggaran Realisasi gka
No Kegiatan/ ali % % t
Sub Target Cap Cap | Efis
Kegiatan 2? aian (Rp.) (Rp.) aian ien
Si
1 PROGRAM | Tertib 100 100 14.544.217.510,/ 14.178.466.541,- | 97.49 2.51
PENUNJAN | Admini | % %
G URUSAN | strasi
PEMERINT | Layana
AHAN n
DAERAH Pemeri
KABUPATE | ntahan
N/KOTA
1.1 Kegiatan : Meningk | 1 100 12.111.180.915,- 11.967.366.844,- | 98.81 1.19
Administrasi | atnya Tahu | %
Keuangan Layanan | n
Perangkat Administ
Daerah rasi
Keuang
an
Perangk
at
Daerah
1.1.1 | Sub Jumlah | 65 100 12.111.180.915,- 11.967.366.844,- | 98.81 1.19
Kegiatan Orang Oran | %
:Penyediaan | Yang g/tah
Gaji dan Menerim | un
Tunjangan a Gaji
ASN dan
Tunjang
an ASN
1.2 Kegiatan: Meningk | 4 100 323.362.500,- 225.001.481,- | 69.58 | 30.42
Administrasi | atnya Jenis | %
Kepegawaia | Layanan
n Perangkat | Administ
Daerah rasi
Kepega
waian
Perangk
at
Daerah
121 | Sub Jumlah | 70 100 31.500.000,- 31,164,000,- | 98.93 1.07
Kegiatan: Paket Pake | %
Pengadaan | Pakaian |t
Pakaian Dinas
Dinas beserta
Beserta Atribut
Atribut
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Kelengkapa | Kelengk
nnya apannya
1.2.3 Pendidikan | Jumlah 19 100 218.679.000,- 154.310.184,- | 70.56 | 29.44
dan Pegawai | Oran | %
Pelatihan Berdasa | g
Pegawai rkan
Berdasarka | Tugas
n dan
Tugas dan Fungsi
Fungsi Yang
Mengiku
ti
Pendidik
an dan
Pelatiha
n
1.2.4 | Sosialisasi Jumlah 60 100 73.183.500,- 39.527.297,- | 54.01 | 49.99
Peraturan Orang Oran | %
Perundang- | Yang g
Undangan Mingikut
i
Sosialis
asi
Peratura
n
Perunda
ng-
Undang
an
1.3 Kegiatan: Meningk | 7 100 513.081.000,- 464.616.649,- | 90.55 9.45
Administrasi | atnya Jenis | %
Umum Layanan
Perangkat Administ
Daerah rasi
Umum
Perangk
at
Daerah
1.3.1 | Penyediaan | Jumlah | 1 100 5.140.400,- 5.140.000,- | 99.99 | 0.01
Komponen Paket pake | %
Instalasi Kompon | t
Listrik/Pener | en
angan Instalasi
Bangunan Listrik/P
Kantor enerang
an
Bangun
an
Kantor
yang
Disediak
an
1.3.2. | Penyediaan | Jumlah 1 100 70.062.850,- 66.016.850,- | 94.23 5.77
Peralatan Paket pake | %
dan Peralata | t
Perlengkap | ndan
an Kantor Perleng
kapan
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Kantor

yang
Disediak
an
1.3.3 | Penyediaan | Jumlah 1 100 15.000.000,- 11.298.650,- | 75.32 | 24.68
Bahan Paket pake %
Logistik Bahan t
Kantor Logistik
Kantor
yang
Disediak
an
1.3.4 | Penyediaan | Jumlah 1 100 29.506.750,- 23.672..400,- | 80.23 | 19.77
Barang Paket pake %
Cetakan Barang |t
dan Cetakan
Pengganda | dan
an Pengga
ndaan
yang
Disediak
an
1.35 Penyediaan | Jumlah 3 100 20.196.000,- 19.760.000,- | 97.84 2.16
Bahan Dokume | doku %
Bacaan dan | n Bahan | men
Peraturan Bacaan
Perundang- | dan
undangan Peratura
n
Perunda
ng-
Undang
an yang
Disediak
an
1.3.6 Penyediaan | Jumlah | 2 100 10.000.000,- 9.570.000,- | 95.70 | 4.30
Bahan/Mate | Paket Pake %
rial Bahan/ t
Material
yang
Disediak
an
1.3.7 Penyelengg | Jumlah | 30 100 363.175.000,- 329.158.749,- | 90.63 9.37
araan Rapat | Laporan | lapor %
Koordinasi Penyele | an
dan nggaraa
Konsultasi n Rapat
SKPD Koordin
asi dan
Konsulta
si SKPD
1.4 Kegiatan: Barang | 2 100 548.439.060,- 528.246.840,- | 96,32 | 3.68
Pengadaan | Milik jenis %
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Barang Milik | Daerah
Daerah (BMD)
Penunjang Penunja
Urusan ng
Pemerintah | Urusan
Daerah Pemerin
tah
Daerah
yang
Diadaka
n
1.4.1 Pengadaan | Jumlah 9 100 548.439.060,- 528.246.840,- | 96.32 | 3.68
Sarana dan | Unit Unit | %
Prasarana Sarana
Gedung dan
Kantor Prasara
atau na
Bangunan Gedung
Lainnya Kantor
atau
Bangun
an
Lainnya
yang
Disediak
an
1.5 Kegiatan: Jasa 3 100 565.093.600,- 559.696.467,- | 99.04 0.96
Penyediaan | Penunja | jenis | %
Jasa ng
Penunjang Urusan
Urusan Pemerin
Pemerintah | taah
an Daerah
yang
Disediak
an
151 Sub Jumlah 12 100 2.600.000,- 2.232.000,- | 85.85 | 14,15
Kegiatan: Laporan | Lapo | %
Penyediaan | Penyedi | ran
Jasa Surat aan
Menyurat Jasa
Surat
Menyura
t
152 Penyediaan | Jumlah 12 100 321.761.000,- 318.089.107,- | 98.86 | 1.14
Jasa Laporan | Lapo | %
Komunikasi, | Penyedi | ran
Sumber aan
Daya Air Jasa
dan Listrik Komunik
asi,
Sumber
Daya Air
dan
Listrik
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yang

Disediak
an
15.3 Penyediaan | Jumlah 12 100 240.732.600,- 239.375.360,- 99.44 | 0.56
Jasa Laporan | Lapo | %
Pelayanan Penyedi | ran
Umum aan
Kantor Jasa
Pelayan
an
Umum
Kantor
yang
Disediak
an
1.6 Kegiatan : Barang | 4 100 483.060.435,- 433.538.260,- | 89.75 | 10.25
Pemelihara | Milik Jenis | %
an Barang Daerah
Milik Daerah | (BMD)
Penunjang Penunja
Urusan ng
Pemerintah | Urusan
an Daerah Pemerin
tahan
Daerah
yang
Dipeliha
ra
1.6.1 | Sub Jumlah | 30 100 400.071.935,- 365.694.810,- | 91.41 8.59
kegiatan : Kendara | Unit | %
Penyediaan | an
Jasa Dinas
Pemelihara | Operasi
an, Biaya onal
Pemelihara | atau
an, Pajak, Lapanga
dan n yang
Perizinan Dipeliha
Kendaraan ra dan
Dinas Dibayar
Operasional | kan
atau Pajak
Lapangan dan
Perizina
nnya
1.6.2 Pemelihara | Jumlah | 30 100 37.192.500,- 31.124.000,- | 83.68 | 16.32
an Peralata | Unit | %
Peralatan n dan
dan Mesin Mesin
Lainnya Lainnya
yang
Dipeliha
ra
1.6.3 Pemelihara | Jumlah 1 100 45.796.000,- 36.719.450,- | 80.18 | 19.82
an/Rehabilit | Gedung | Unit | %
asi Gedung | Kantor
Kantor dan dan
Bangun
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Bangunan
Lainnya

an
Lainnya
yang
Dipeliha
ra
/Direhab
ilitasi

PROGRAM
PENYELEN
GGARAAN

PENGAWA
SAN

1.
Persent
ase
pengad
uan
masyar
akat/AP
H yang
ditindak
lanjuti
2.
Persent
ase
Perang
kat
Daerah
yang
memilik
i
Maturita
s SPIP
level 3
dengan
penjami
nan
kualitas

90%

100
%

111,
11%

100
%

5.455.420.000,-

5.445.892.900,-

99,82

0.17

21

Kegiatan :
Penyelengg
araan
Pengawasa
n Internal

Pengaw
asan
Internal
yang
dilaksan
akan

jenis

100
%

3,281,820,000,-

3.274.157.900,-

99.77

0.23

211

Sub
Kegiatan :
Pengawasa
n Kinerja
Pemerintah
Daerah

Jumlah
Laporan
Hasil
Pengaw
asan
Kinerja
Pemerin
tah
Daerah

35
lapor
an

100
%

838.300.000,-

832.201.700,-

99.27

0.73

2.1.2

Pengawasa
n Keuangan
Pemerintah
Daerah

Jumlah
Laporan
Hasil
Pengaw
asan
Keuang

41
lapor
an

100
%

1.372.520.000,-

1.372.520.000,-

100.0

0.00
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an

Pemerin
tah
Daerah
2.1.3 | Reviu Jumlah | 2 100 52.000.000,- 52.000.000,- | 100.0 | 0.00
Laporan Laporan | lapor | % 0
Kinerja Hasil an
Reviu
Laporan
Kinerja
2.14 | Reviu Jumlah 1 100 46.000.000,- 44.436.200,- | 96.60 | 3.40
Laporan Laporan | Lapo | %
Keuangan Hasil ran
Reviu
Laporan
Keuang
an
2.1.5 | Pengawasa | Jumlah 13 100 388.000.000,- 388.000.000,- | 100.0 | 0.00
n Desa Laporan | lapor | % 0
Hasil an
Pengaw
asan
Desa
2.1.6 | Monitoring Jumlah | 31 100 585.000.000,- 585.000.000,- | 100.0 | 0.00
dan Dokume | Doku | % 0
Evaluasi n Hasil men
Tindak Monitori
Lanjut Hasil | ng dan
Pemeriksaa | Evaluasi
n BPK RI Tindak
dan Tindak | Lanjut
Lanjut Hasil | Hasil
Pemeriksaa | Pemerik
n APIP saan
BPK RI
dan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemerik
saan
APIP
2.2 Kegiatan : Pengaw | 2 100
Penyelengg | asan Jenis | % 3,281,820,000,- 3.274.157.900,- | 99.77 | 0.09
araan dengan
Pengawasa | Tujuan
n dengan yang
Tujuan dilaksan
Tertentu akan
221 | Sub Jumlah | 47 100 838.300.000,- 832.201.700,- | 99.27 | 0.09
kegiatan: Laporan | Lapo | %
Pengawasa | Hasil ran
n Dengan Pengaw
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Tujuan
Tertentu

asan
Dengan
Tujuan
Tertentu

PROGRAM
PERUMUS
AN
KEBIJAKA
N,
PENDAMPI
NGAN DAN
ASISTENSI

1.Perse
ntase
Penilaia
n
Mandiri
Reform
asi
Birokra
si
Perang
kat
Daerah
minimal
B

2.
Pencap
aian
target
Monitor
ing,
Centre
for
Prevent
ion
(MCP)

100
%

95%

100
%

97,4
1%

509.300.750,-

490.240.400,-

96.26

3.74

3.1

Kegiatan :
Pendampin
gan dan
Asistensi

Pendam
pingan
dan
Asistens
i
Perangk
at
Daerah
yang
dilaksan
akan

Jenis

100
%

509.300.750,-

490.240.400,-

96.26

3.74

3.11

Sub
Kegiatan :
Pendampin
gan dan
Asistensi
Urusan
Pemerintah
an Daerah

Jumlah
Perangk
at
Daerah
Yang
Dilakuka
n
Pendam
pingan
dan
Asistens
i Urusan
Pemerin

30
Pera
ngka

Daer
ah

100
%

202.500.000,-

199.300.000,-

98.42

1.58
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tahan
Daerah
3.1.2 Pendampin | Jumlah 30 100 157.601.000,- 147.455.100,- | 93.56 6.44
gan, Perangk | perg | %
Asistensi, at
Verifikasi, Daerah ngka
dan yang t
Penilaian Dilakuka | Daer
Reformasi n ah
Birokrasi Pendam
pingan,
Asistens
I,
Verifikas
I,
Penilaia
n
Reforma
Si
Birokrasi
3.1.3 Koordinasi, | Jumlah 1 149.199.750,- 143.485.300,- | 96.17 | 3.83
Monitoring Kegiata | kegi
dan n atan
Evaluasi Koordin
serta asi,Moni
Verifikasi toring,da
Pencegaha | n
n dan Evaluasi
Pemberanta | serta
san Korupsi | Verifikas
i
Penceg
ahan
dan
Pember
antasan
Korupsi
TOTAL 20.508.938.260,- 20.114.599.841,- | 98.08 1.92

Note:
Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien
Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka efisien

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian
kinerja program dan kegiatan perangkat daerah tersebut di atas dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
capaian kinerja 100% dan capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar
97,49% diperoleh hasil tingkat efesiensi sebesar 2,51 (termasuk kategori

efisien)
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2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan capaian kinerja sebesar
105,55% (rata-rata dari capaian kinerja untuk indikator Persentase pengaduan
masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dan indikator Persentase Perangkat
Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas) serta
capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 99.82% diperoleh hasil
tingkat efesiensi sebesar 0,17 (termasuk kategori tidak efesien)

3. Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi dengan capaian
kinerja sebesar 98,71% (rata-rata dari capaian kinerja untuk indikator
Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal
B dan indikator Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)
serta capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 96,26% diperoleh hasil

tingkat efesiensi sebesar 3,74 (termasuk kategori efesien)

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
pada tahun anggaran 2024 terdapat 2 program yang termasuk dalam kategori efesien,
yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan
tingkat efesiensi sebesar 2,51 dan program perumusan kebijakan,pendampingan dan

asistensi dengan tingkat efesiensi sebesar 3,74.

Untuk program penyelenggaraan pengawasan dinilai tidak efesien karena hanya
memperoleh tingkat efesiensi kurang dari 1, yakni sebesar 0,17. Sehingga
disimpulkan bahwa semakin sedikit anggaran yang terserap namun berhasil
melaksanakan target kinerja yang ditetapkan maka tingkat efesiensi suatu

program/kegiatan semakin tinggi.

BAB IV
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PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua
pihak.

LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat
menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan
kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan menetapkan
sebanyak 1(satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh)) indikator kinerja sesuai
dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci
pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

e Sasaran Inspektorat adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pengendalian intern secara terintegrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut
ditetatapkan 7 (tujuh) Indikator kinerja Utama seperti yang tertera dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja. Ketujuh indikator tersebut adalah:

1. Untuk Indikator Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) memperoleh capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi)

2. Untuk Indikator Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi
(IEPK) memperoleh capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi)

3. Untuk Indikator Pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)
memperoleh Capaian Kinerja 100% (Kategori sangat tinggi)

4. Untuk Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH  Yang
Ditindaklanjuti memperoleh Capaian Kinerja 111,11%, (Kategori sangat
tinggi)

5. Untuk Indikator Pencapaian Target Monitoring, Centre for Prevention
(MCP) memperoleh Capaian Kinerja 97,41% (Kategori sangat tinggi)

6. Untuk indikator Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat
Kabupaten Asahan memperoleh Capaian Kinerja 100% (Kategori
sangat tinggi)
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7. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah
pada Inspektorat memperoleh Capaian Kinerja 100% (Kategori sangat

tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 indikator kinerja utama
tersebut, secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah mencapai target
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, maka Inspektorat
Daerah Kabupaten Asahan telah menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan pada Tahun Angggaran 2024 sebesar
Rp. 20.508.938.260,- (dua puluh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga
puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 20.114.599.841,-(dua puluh milyar seratus empat belas juta lima ratus
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Dengan
demikian dapat dikatakan pada Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,08% dan
nilai efisiensi anggaran sebesar 1,92.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang
telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten
Asahan.

LIS
="/ pinspektioie

bupaten Asahan

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMNINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

66



67



Buel
HdvAey
ueyRUESYE[IP muapal | uesemeSuaq Em»mmcrm
SueA | uenfn) ue8uep ue npeBuad
uen(n] ueSuap | ueseme3uad ue | eiedfusPAUsd | % | % | % | % s
%00T | %SL | %0S | %SZ | -'000°009°€LL'T siuar z uesemesuag | esed3uajpAuad wesBoid | 06 | SL| 0S| ST | eesisd
(1ew)
uesemeSuad Syepul
o¥isU ue
ueyEUESYE|IP [eusaiy| ue kit
SueA jeusayu| | uesemeBuad ue | eieB8usjpAuad | €12 T e
%00T | %SL | %0S | %SZ | -'000°0Z8°18Z'E siuer /L | uesemeSuaq | ele38usjsAuad weiBold | A iedeouad
Md31)
isdnioy | 1se.B
ueie | sjuue)
uesemeduag | mﬂ_._m_mc%a eJeoss
ueyeuesye|ip |eusalu| ue umwﬂuﬁ Eo#“"
SueA |euiaiu) | uesemeBuad ue | eieB3uapAusd | €12 |12n8| ue ellepu
%00T | %SL | %0S | %SZ | -'000'0Z8'L8C'E siuer L uesemeduad | eJedduajeAuad | wesdoid | A3 ledeousd | ebuad
[ _ (didS)ue | uees
wuswad | ebbus
uiaul | |eAued
uesemeSuad ueje s
puabuad | eyjeny
ueyBUESHE|IP |euJaiu| uee wielshs !
SueA [eusaju) | uesemedusd ue | teB3usjsAuad | €@ |one| Ue | Auyeyb
-'000°028°1L8Z¢ weJsdo.d ledeousd
Al 1 | I || VIAVLN
ML | ML| ML | ML
3y - (dy) YNVO HYTNNS | 139¥VL | 1Nd1NO NVLYIDI) INVYDO0Yd e 5_“23_ s__,_xwm m
| PV NIING LAt (VIYINIY 139¥VL | OLWNIONI | ¥YSYS
#20Z NNHVL

NVHVSYV NILVdNEVY HVHE3VA LVHOLNIdSNI VIEINIM NVIVdVONId ISV YNVONINH



wnwn yeiseq
Iselisiuwpy 1ej8uelad
ueuedeq wnwn _
%00T | %SL | %0S | %SZ | -'000'L8O'ELS siuap eAuieyBuiuay ISEASIUIWPY
yesaeqg
1e)3ueiad
ueleme8aday yesaeq
ISEIISIUIWPY 1ey8uelad
ueueheq uelemesaday
%00T | %SL | %0S | %ST | -'00G29¢'€2E siusp ¢ eAuieduiuapy ISBAISIUIWPY
1B
Jopjadsu|
eped ye
yeizeq e | Juuewed
1ey8uesad oyj/ueiedngey elisury
ueguenay yesaeq Hesmeq - ueelefb
Sueisg ueyejulawad - | uaj@huad
Isesiuiupy = uesnn sey
ueuehe] ueduenay Buefunuag e lgEIUNYY
%00T | %SL | %0S | %ST | -'G16°08L LiL2L unyey | eAuiey3uius |y ISeLsiuIwpy weJboid IN BN
UeUesy u
ajednaey
e
ueseme8uagd Jopyedsul
ue didv se
JEUBSYE|IP [eusaiu) ue Jiqedey,
Sued jeusaju| | uesemeBuad ue | eie83us|pAuayd | € |2 .__o>m_ ue
%00T | %SL | %0S | %SZ | -'000°0Z8°18Z°S siuar / uesemeSuad | eseB3uajpAuad wesSold | A2 |edeousd
Isusisisy (dow) u
uexeuES E|Ip uegu oljuanald
SueA yesae eSuidwepua, 10}
§ Mwn_ . w d | 8que ‘b
1e8uelad ueefigay ULONUOW
ISUBISISY uep ISUBIsIsy uep uesnwniad | % | %| %| % 1ebse)ue
%00T | %SL | %0S | %ST | -'0S.°00€ 608 sluer ¢ ueduidwepuad | ueduidwepuad wesdold | S6| SL| 0S| SZ Iedeousd
nnlu

EpEepulp




200 T £0666T 6TV0VL6T dIN
VAN YINVYLN YNIGIN3d

NVHVSY N31vdNng

1y 8uelad

eleyliadig yesaeq

SueA yeiseqg | ueyeplawad

UBYEIULIBWIY uesnin

uesnin Suelunuad

Suelunuag yesseq

(awg) yesseq | A Bueleg

%00T | %SL | %0S | %ST | -'sep'090°€8Y siuel JI|IN Buejeg | ueejeyijawad
uedelpasiq

SueA yeszeq | ueyejuliawad

yeeluLawad uesnin

uesnin | Suelunuad esef

%00T | %SL | %0S | %SZ | -'009'£60'G9S uejng ¢\ | Buelunuad eser ueelpaAuad

ueepelq yeiaeq

8ueA yeisaeqg yejuliawad

yeluLawad uesnin

uesnin ueflunuad

Buelunuad yelaeq

(awa) yeseeq MIN Bueleg

%00T | %SL | %0S | %ST | -'090'6EY 8YS swafz | M Bueseg ueepeguad
yeiseqg




Z00 | £06661 61707261 'dIN
epN{N BWIRIN BUIqWSd

heop Uonupg o) Uesesh

jeiopjedsu| eped yejuusuwad

jelopadsu| dYS 1senjeAs |iseH eliaury ueesebbusjehuad
sejjigejunyy (e|iN
ueyesy
did8 dMd4 uep ueejuad jiseH ugjedngey| 1eiopdsu| didy
sejjqedey) (@9 ueledeousd
MdHA Md) Uyajo uexdejaip Buek (dDW) uonuanaid ic ahue]
ISE)UUSA [ISBH | Isuanejul BBl ueiesajahuad ueledeouad ‘Bunoyiuop 1eb.e} ueledeausd isesBejuLa)
) %&9 ____mx_u M:m:wgﬁ :Mmcwm . anfUEpEpUI Be08s camg”_
1ejopedsu| iensas ewuayp Bueh Hdv/Aexe! Se Buek HdvAeNE sefsew isenjolg uejjepuabus N
uesode) yejunr 16eqip pnfuepepunip ISEULI0JY SHapU| ueeseBbusjehuad
uenpebuad asejuasiad
Buek Hay/enesedsew ueode| yejwnr sejieny
(14W) sxeput ehueyBuila
cidd ddg uep uereyusd iseH oyisu uawialeuew ueledesusd
(Wd3)) 1sdnioy uelepusbuad
didd didg uep verejuad jiseH sejpele syepul jens) ueiedesus
(didS)
dildg dMdg uep ueiejuad [ISEH yeuawed wajul uelepusbuad
wiasis [on3)| ueledeauad
vivad NVNrNL
N / vHVYSYS HOLYMIONI NVYVYSVS |ON
H3ENNS NVYONNLIHY3d / ISYINNXEOA N HOLYMIONI

NVHVSY NILVdNEYH HYH3ava LYHOLX3dSNI VIAV.LN VYrE3INIY HOLYAIONI




BAMBATE RATA RAYA

' | HAB. ASAHAM Y

T

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,  transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertandatangan di bawah ini :

Nama - ZULKARNAIN NASUTION, SH
Jabatan : Inspektur Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - H. SURYA, B.Sc
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaiuasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 10 Januari 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
INSPEKTUR BUPATEN ASAHAN

H. SURYA, B.Sc ZULKARNAIN NASUTION, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19740419 199903 1 002
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif  transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - ZULKARNAIN NASUTION, SH
Japalan . inspekiul nabupaien Asailan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si
Jabatan : Pjs Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah
ditetankan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan keaaoalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, %0 QP&@MBC( 2oLy

Finak Kedua, Finak Pertama,
Pjs BUPATI ASAHAN INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN
Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si ZULKARNAYN NASUTION, S.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19740419 199903 1 002
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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2024

NOMOR : PE.09.03/LHP-705/PW02/3.1/2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024
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Capaian Nilai Maturitas Pentelenggaraan SPIP-T

Bobot MNilai Nitai A

Komponen, Unsur, dan Subunsur Skor tia Bobot Komponen i K Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN
Kualitas Sasaran Strategis 3,000 50,00% 1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 3,000 50,00% 1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN 100,00% 3,000
PENETAPAN TUJUAN 40,00% 1,200
STRUKTUR DAN PROSES _
Lingkungan Pengendalian
Penegakan Inlegrilas dan Nial Etika (1.1) 3,000 3.75% 0,113
' terhadap Kompetensi (1.2) 3,000 3,75% 0,113
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 3,000 3,75% 0,113
Pembentukan Struktur Organisasl yang Sesual dengan 3,000 3.75% 0,113
Kebutuhan (1.4)
IPendaIagaslan Wewenany dan Tanggung Jawab yang 3,000 375% 0,113
|Tepat (1.5
|Peny dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang 3,000 3.75% 0,113
Pembinaan SOM {1.6)
{Perwajudan Peran APIP yang Efekti (1.7) 3,000 3,75% 0,113
|Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerinah 3,000 3,75% 0,113
| Terkail (1.8
|Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko (2.1) 3,000 10,00% 0,300
|Analisis Risiko (2.2) 3,000 10,00% 0,300
Kegi: Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instans| Pemerintah (3.1) 3,000 221% 0,068
[Pambinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 3,000 2.27% 0,068
Py dalian atas Pengeloliaan Sistem [rf i (3.3) 3,000 2.27% 0,068
Pengendalian Fisik atas Asal (3.4) 3,000 2,21% 0,068
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 3,000 2.21% 0,068
(3.5)
|Pemisahan Fungsi (3.8) 3,000 2.27% 0,068
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) 3,000 27T% 0,068
|Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi 3,000 221% 0,068
\dan Kejadian (3.8)
'Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya 3,000 2,2T% 0,068
3.9y
| Akuntabiitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3,000 2.2T% 0,068
(3.10)
| Dokumentas| yang Baik atas SP! serta Transaksi dan 3,000 2,2T% 0,088
|Kejadian Penting (3.11)
' Infi i dan Komunikasi
Informasi yang Relevan (4.1) 3,083 5.00% 0,153
Komunikasi yang Efektif (4.2) 3,000 5,00% 0,150
Pemantauan
Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 3,000 7,50% 0,225
|Evaluasi Terpisah (5.2) 3,000 7.50% 0,225
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES 3,003
Imaor STRUKTUR DAN PROSES 30,00% 0,801
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
Efektivitas dan Efisiensi
Capalan Out 3,000 20,00% 0,600
Capaian Oulput 3,000 10,00% 0,300
Keandalan Laporan Keuang
|Opini LK 3 25,00% 0,750
|Pengamanan atas Aset
|Catatan Pengamanan Aset 3 25,00% 0,750
Ketaatan pada Peraturan
| Termuan Ketaalan - BPK 3 20,00% 0,600
|5UB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN 100,00% 3,000
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN
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2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI) | 3,000

| AREAKOMPONEN BOBOT SKOR NILAI
PERENCANAAN 40,00% 1,200
KUALITAS PERENCANAAN 40,00% 3,000 1,200
[KAPABILITAS 30,00% 0,900
(KEPEMIMPINAN 5,00% 3,000 0,150
|KERIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 5,00% 3,000 0,150
SUMBER DAYA MANUSIA 5,00% 3,000 0,150
KEMITRAAN 250% 3,000 0,075
PROSES MANAJEMEN RISKO 1250% 3,000 0375
HASIL 30,00% 0,900
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO 1875% 3,000 0,563
OUTCOMES 11,25% 3,000 0,33
TOTAL 100,00% 3,000

3. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks

NILA! INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPS! (IEPK) | 304 |

| PILAR BOBOT SKOR NILA
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI 48,00% 1,5%
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI 9,60% 3,000 0288
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPS| 7,20% 3,000 0216
DUKUNGAN SUMBER DAYA 7.20% 3,000 0216
POWER [KUASA & WEWEWANG) 14,40% 3,000 0432
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI 3,60% 4,000 0,384
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN 3,00% 1,008
'ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI 0,00% 3,000 0270
'SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIFDAN | %,60% 3,000 0,108
KREDIBEL

KEPEMIMPINANEETIS 200% 3,000 0270
INTEGRITAS ORGANISASIONAL 7.20% 3,000 0,216
[KLIM ETIS PRINSIP 7.20% 2000 0,144
{PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI 16,00% 0,480
(INVESTIGAS| 800% 3,000 0,240
TINDAKAN KOREKTIF 8,00% 3,000 0,240
TOTAL 100,00% 3,04

KAPABILITAS APIP - | 3,000




Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan
Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor

PE.09.03/S-543/D3/04/2024 Tanggal 31 Desember 2024

|5uma1m Utara {

1|Kabupaten Tapanull Selatan 3000 3 2817 2 3000 3 3.000 3
2|Kabupaten Toba 2938 2 2753 2 2832] 2 3000 3
3|Kota Tebing Tin 3004 ¢ 30000 3 2528 2 380 3
2874] ¢ 2967 2 2892 2 ﬁ 3
3.067 2480 2 1.560] 1 fE_uo: Tahun 2023 000 3
2367 2 2130] 2 2910] 2  |Skor Tahun 2023 ] 3
3012] 3 30000 3 2518] 2 3270] 3
32200 3 3068 3 2 :% 2 |SkorTahun2023 | 3.000] :

:_oa_aj 3 2980 2 2740] 2 [SkorTahun2023 | 3.000
2793] 2 2438] 2 2610 2 [SkorTahun2023 | 3.000f :

2814 2 2.ﬂ 2 2604] 2 3.000
2628] 2 2388 2 ..13_5[ 2 3000 3
2387 2 2230] 2 2790] 2 |SkorTahun2023 | 2080 2
37|Pwa2 203 2 2750 2 2928] 2 3.000 3
aglPwoz 2910] 2 2888] 2 2928] 2 3. 3
39[PW02 3114 3 2619] 2 2538 2 [SkorTahun2023 | 2| 2
40[Pwoz 17|Kabupaten Serdang Bedaga 3.005, z.ss_g[ 2 2874 2 3.000] 3
41|PW02___| 18|Kabupaten Samosi 3045 3 2750 2 2, bggl 2 |SkorTahun2023 | 3.000] 3
42|Pw02 19|Kabupaten Batubara 3.002] 3 3p00] 3 2952 2 30000 3
43|PW0; 20[Kabupaten P Lawas Utara 2674 2 2510] 2 2790 2 |SkorTahun2023 [ 3000 3
44lPwoz__ | 2 1txamgen Padang Lawas 2082 2 1.710] 1 1640 1 |Skor Tahun 2023 2.aou| 2
45|PW02 22|Kabupaten Nias Ulara 2081 2 1710] 1 1.800] 1 [Skor Tahun 2023 | 3. 3
46{Pw02___| 23|Kabupaten Nias 2918 2 2756 2 2910] 2 25100 2
47]PW02 | 24|Kabupaten Nias Selatan 2742] 2 2688 2 2544] 3 3
48|PW02__ | 25[Kabupaten Nias Barat 2551 2 2439 2 2621] 2 [SkorTahun2023 | 2320 2
4%?\&!02 26/Kota Gu i 2901 2 560 2 2838 2 [SkorTahun 2023 | 3. 3
50/PW02 | 27|Kabupaten Bharat 154 3 2.m| 2 2874] 2 [SkorTahun2023 | 3.000 3
51[PW02 | 28|Kota Sibol 732 2 2715] 2 2426 : 670 2
—_52[PW02 29||r bupaten Langkat 140 2 22000 2 2.000 Skor Tahun 2023 . 3
53|PW02 | 30]Kabupaten Asahan 001 3 3000 3 3.024] 3 .000] 3
54‘Pwoz 31[Kabupaten Simalungun ; : 2, : z.uon] 2 |SkorTahun2023 | 3.000] 3
55|PW02 32!@ paten Tapanuli Tengah 731 2 2794 2 2384 2 2.600] 2
s6[Pwoz | 33[Kota Medan 003 3 2997 29100 2 3.@ 3
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